31. Urusan Perindustrian Kabupaten/Kota IKK Outcome No. 3.g.1
Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota Penjelasan IKK OutcomeKonsep/Definisi
:
Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota
Rumus
:
Jumlah industri kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1
x 100%
Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1
Satuan Hasil
:
Persentase (%)
Definisi Operasional
:
· Pembilang
Seluruh jumlah industri yang memenuhi kriteria dengan mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan/atau memiliki nilai investasi antara Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) pada tahun pelaporan di wilayah kabupaten/kota dikurangi tahun pelaporan pada sebelumnya.
· Penyebut
Seluruh jumlah industri yang memenuhi kriteria dengan mempekerjakan paling sedekit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan/atau memiliki nilai investasi antara Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) pada tahun sebelumnya di wilayah kabupaten/kota.
Data Pendukung
:
· Pembilang
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar industri kecil dan menengah sesuai kriterianya pada tahun pelaporan.
Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
· Penyebut
Dibuktikan  dengan  dokumen  pendukung










	
	
	yang ditandatangani oleh kepala perangkat
daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar industri kecil dan menengah yang memuat daftar industri kecil dan menengah sesuai kriterianya pada tahun sebelumnya.
Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

	Regulasi
	:
	· Peraturan  Menteri  Perindustrian  No.  64
Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.



Format Data Pendukung Pembilang
IKK 3.g.1


KOP SURAT
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA …..
JUMLAH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN ….

	No
	Tahun
	Jumlah
	Keterangan

	1.
	2022
	100
	

	2.
	2023
	150
	



	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah
industri kecil dan menengah tahun n-1
	

	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1
	X 100%



	150 - 100
	X 100%

	100
	

	
= 50%
	


……………, tanggal …..
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten/Kota …..

Ttd dan Cap


(	)
Pangkat/Gol Ruang …..
NIP. …..






KOP SURATFormat Data Pendukung Penyebut
IKK 3.g.1

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA …..

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TAHUN N

	No
	Nama Perusahaan
	NIB
	Jenis Industri
	Nilai Investasi
	Keterangan

	1.
	PT. Jaya Abadi
	001/IND/20
23
	Farmasi
	Rp. 500.000.000,-
	-

	2.
	PT. Maju Sentosa
	038/IND/20
23
	Hiburan
	Rp 3.000.000.000,-
	

	3.
	
	
	
	
	

	Dst.
	
	
	
	
	




INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TAHUN N -1

	No
.
	Nama Perusahaan
	NIB
	Jenis Industri
	Nilai Investasi
	Keterangan

	1
	PT. Jaya Abadi
	001/IND/20
23
	Farmasi
	Rp. 500.000.000,-
	-

	2
	PT. Maju Sentosa
	038/IND/20
23
	Hiburan
	Rp 3.000.000.000,-
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	dst
	
	
	
	


Keterangan:
1. Industri kecil, nilai investasi kurang dari Rp. 1 M;
2. Industri menengah, nilai investasi di atas Rp. 1 M s.d Rp. 15 M.


……………, tanggal …..
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten/Kota …..

Ttd dan Cap


(	)
Pangkat/Gol Ruang …..
NIP. …..

IKK Outcome No. 3.g.2
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK
Penjelasan IKK OutcomeKonsep/Definisi
:
Mengukur  persentase  pencapaian  sasaran
pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK
Rumus
:
Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan
industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%. dokumen perencanaan pembangunan industri daerah yang terdiri dari:
1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota dengan bobot maksimal sebesar 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran
Contoh perhitungan:
· Jika capaian	100% maka perhitungan (100% X 20% ) = 20%;
· Jika Capaian 90%	maka perhitungan (90% x 20%) = 18% ;
· jika	Capaian	80%	maka	perhitungan (80% x 20%) = 16% ;
· dst
2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/kota (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/kota dengan bobot maksimal 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran



	
	
	Contoh perhitungan:
· Jika capaian	100% maka perhitungan (100% X 20% ) = 20%;
· Jika Capaian 90%	maka perhitungan (90% x 20%) = 18% ;
· jika	Capaian	80%	maka	perhitungan (80% x 20%) = 16% ;
· dst
3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan orang) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota dengan bobot maksimal sebesar 15 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran
Contoh perhitungan:
· Jika capaian	100% maka perhitungan (100% X 20% ) = 20%;
· Jika	Capaian	90%	maka	perhitungan (90% x 20%) = 18% ;
· jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 20%) = 16% ;
· dst
4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan US$) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota dengan bobot maksimal sebesar 20%, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran.
Contoh perhitungan:
· Jika capaian	100% maka perhitungan (100% X 20% ) = 20%;
· Jika Capaian 90%	maka perhitungan (90% x 20%) = 18% ;
· jika	Capaian	80%	maka	perhitungan (80% x 20%) = 16% ;
· dst
5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US$) dan Penanaman Modal Dana Negeri	(satuan Rp.)



	
	
	Kabupaten/kota    diperoleh    dengan
mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota dengan bobot maksimal sebesar 20 %, dengan rumus:
Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran

	
	
	Contoh perhitungan:
· Jika capaian	100% maka perhitungan (100% X 20% ) = 20%;
· Jika Capaian 90%	maka perhitungan (90% x 20%) = 18% ;
· jika	Capaian	80%	maka	perhitungan (80% x 20%) = 16% ;
· dst

	Satuan Hasil
	:
	Persentase (%)

	Definisi Operasional
	:
	· Ke-5 sasaran pembangunan industri daerah
merupakan sasaran yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Propinsi (RPIK) dalam jangka panjang dan wajib ditentukan sasaran tahunannya dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan. Target tahunan tersebut selanjutkan akan dijadikan tolak ukur pencapaian di akhir tahun Nilai ekspor sektor	industri	pengolahan nonmigas berdasarkan data ekspor industri pengolahan nonmigas di daerah asal barang Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data industri skala besar, menengah dan kecil yang telah memiliki perizinan berusaha Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data total penyerapan tenaga kerja oleh industri pengolahan nonmigas dalam satu tahun;
· Rencana	Pembangunan	Industri Kabupaten/kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten/kota untuk jangka waktu 20 tahun dalam bentuk perda;



	Data Pendukung
	:
	· Dibuktikan  dengan  dokumen  pendukung
yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan sesuai rumus realisasi terhadap
5 sasaran terdiri dari Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan persentase), Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/kota (satuan persentase), Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan orang), Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan US$), Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.).
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah.
· Surat Keterangan
Daerah yang tidak memiliki dokumen Rencana Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten/kota (RPIK) harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.

	Regulasi
	:
	· PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana
Induk	Pembangunan	Industri	Nasional Tahun 2015 sd 2035



Format Data Pendukung Penyebut
IKK 3.g.2


KOP SURAT
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA …..
PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIK
DI KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	
No
	
Indikator
	Perhitungan Realisasi Sasaran Pembangunan Industri Tahun …..

	
	
	Satuan
	Target
	Realisasi
	Kinerja
	Bobot
	Skor Kinerja
	Sumber

	
1.
	Pertumbuhan sektor non migas
	
%
	
3.4
	
7
	
205
	
20%
	
41.18
	
BPS

	

2.
	Kontribusi industry non migas terhadap PDRB
	

%
	

41.95
	

42.24
	

100.69
	

20%
	

20.14
	

BPS

	
3.
	Nilai ekspor produk industry non migas
	
USD
Milyar
	
10.39
	
13.56
	
130.51
	
20%
	
26.10
	
e-SKA
(diolah)

	
4.
	Jumlah tenaga kerja di sector industry
	
Juta orang
	
4.47
	
1.47
	
32.89
	
20%
	
6.58
	
SIINas (diolah)

	
5.
	Nilai investasi sektor industri
	
Rp Triliun
	
110.4
	
72.93
	
66.06
	
20%
	
13.21
	
PTSP
Kab/Kota

	Kinerja realisasi sasaran pembangunan industry tahun .....
	107.68
	


Keterangan: Lampirkan rincian data per indikator.
……………, tanggal …..
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten/Kota …..

Ttd dan Cap


(	)
Pangkat/Gol Ruang …..
NIP. …..

IKK Outcome No. 3.g.3
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Penjelasan IKK OutcomeKonsep/Definisi
:
Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan
dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus
:
Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan
x 100%
Jumlah izin yang dikeluarkan
Satuan Hasil
:
Persentase (%)
Definisi Operasional
:
· Pembilang
Seluruh jumlah izin usaha industri (IUI) besar diwilayah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan terhadap: kebenaran usaha sesuai lUl, kebenaran kapasitas sesuai lUl dan/atau kewajiban penyampaian data industri.
· Penyebut
Seluruh jumlah akumulasi izin usaha industri kecil dan menengah (IUI) besar yang masih berlaku diwilayah kabupaten/kota.
Data Pendukung
:
· Pembilang
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar izin usaha industri yang dilakukan pengawasan yang memuat uraian kebenaran usaha sesuai lUl, kebenaran kapasitas sesuai lUl dan/atau kewajiban penyampaian data industri.
Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
· Penyebut
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh daftar izin usaha industri (IUI) besar diwilayah











	
	
	kabupaten/kota.
Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

	Regulasi
	:
	· Peraturan Menteri Perindustrian Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.



Format Data Pendukung Pembilang
IKK 3.g.3


KOP SURAT
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA …..


JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) BESAR YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT
DI KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	
No
	
Nama Perusahaan
	
NIB
	
Nama KBLI
	Pemantauan dan Pengawasan IUI (Sudah/belum)
	Tanggal Pengawasan (Jika sudah dilakukan)
	
Keterangan

	

1.
	

PT. A
	

xxxxx xx
	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
	

Belum
	
24 September
2023
	
Jika sudah lampirkan Berita Acara Pemantauan dan Pengawasan IUI

	2.
	
	
	
	
	
	

	Dst.
	
	
	
	
	
	



……………, tanggal …..
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten/Kota …..

Ttd dan Cap


(	)
Pangkat/Gol Ruang …..
NIP. …..

Format Data Pendukung Penyebut
IKK 3.g.3



KOP SURAT
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA …..
JUMLAH IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) BESAR YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT
DI KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..


	
No
	Nama Perusahaan
	
NIB
	
Nama KBLI
	
Tanggal Izin

	
1.
	
PT. A
	
xxxxxxx
	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
	24 September
2023

	2.
	
	
	
	

	Dst.
	
	
	
	



……………, tanggal …..
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten/Kota …..

Ttd dan Cap


(	)
Pangkat/Gol Ruang …..
NIP. …..

IKK Outcome No. 3.g.4
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Penjelasan IKK OutcomeKonsep/Definisi
:
Mengukur Persentase jumlah hasil pemantauan
dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus
:
Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan
x 100%
Jumlah izin yang dikeluarkan
Satuan Hasil
:
Persentase (%)
Definisi Operasional
:
· Pembilang
Seluruh  jumlah  izin  perluasan usaha industri (IPUI) besar diwilayah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan terhadap: Izin Perluasan.
· Penyebut
Seluruh izin perluasan usaha industri kecil dan menengah (IPUI) besar yang masih berlaku diwilayah kabupaten/kota.
Data Pendukung
:
· Pembilang
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar izin usaha industri yang dilakukan pengawasan yang memuat uraian kebenaran Izin Perluasan.
Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
· Penyebut
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh daftar















	
	
	izin perluasan usaha industri (IPUI) besar di
wilayah kabupaten/kota.
Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
· Daerah yang tidak memiliki izin perluasan usaha industri (IPUI) untuk memberikan surat keterangan resmi (pengisian data pada SILPPD 0/1 dengan status reviu APIP OK).

	Regulasi
	:
	· Peraturan Menteri Perindustrian Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.






KOP SURATFormat Data Pendukung Pembilang
IKK 3.g.4

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA …..

JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI) BESAR YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT
DI KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	

No
	
Nama Perusahaan
	

NIB
	

Nama KBLI
	Pemantauan dan Pengawasan IPUI
(Sudah/belum)
	Tanggal Pengawasan (Jika sudah dilakukan)
	

Keterangan

	

1.
	

PT. A
	

xxxxxxx
	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
	

Belum
	

24 September
2023
	Jika sudah lampirkan Berita Acara Pemantauan dan Pengawasan IPUI

	2.
	
	
	
	
	
	

	Dst.
	
	
	
	
	
	



……………, tanggal …..
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten/Kota …..

Ttd dan Cap


(	)
Pangkat/Gol Ruang …..
NIP. …..

Format Data Pendukung Penyebut
IKK 3.g.4

KOP SURAT
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA …..
JUMLAH IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI) BESAR YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT
DI KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..


	
No
	Nama Perusahaan
	
NIB
	
Nama KBLI
	
Tanggal Izin

	
1.
	
PT. A
	
xxxxxxx
	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
	24 September
2023

	2.
	
	
	
	

	Dst.
	
	
	
	




……………, tanggal …..
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten/Kota …..

Ttd dan Cap


(	)
Pangkat/Gol Ruang …..
NIP. …..

IKK Outcome No. 3.g.5
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Penjelasan IKK OutcomeKonsep/Definisi
:
Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan
dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus
:
Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan
x 100%
Jumlah izin yang dikeluarkan
Satuan Hasil
:
Persentase (%)
Definisi Operasional
:
· Pembilang
Seluruh jumlah izin penambahan luas lahan kawasan industri dari luas lahan terhadap: pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan, kawasan Industri, informasi ketersediaan lahan, kepatuhan terhadap Standar Kawasan Industri, dan penyampaian data kawasan industri dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan/atau kunjungan lapangan.
· Penyebut
Seluruh jumlah akumulasi izin usaha kawasan industri yang masih berlaku di wilayah kabupaten/kota.
Data Pendukung
:
· Pembilang
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat izin usaha industri yang dilakukan pengawasan yang memuat uraian pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan, kawasan Industri, informasi ketersediaan lahan, kepatuhan terhadap standar kawasan industri, dan penyampaian data kawasan industri.
Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian.














	
	
	· Penyebut
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh daftar izin kawasan industri diwilayah kabupaten/kota.
Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
· Daerah yang tidak memiliki kawasan industri harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.

	Regulasi
	:
	· Peraturan Menteri Perindustrian Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.



Format Data Pendukung Pembilang
IKK 3.g.5

KOP SURAT
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA …..

JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT
DI KAB/KOTA …..
TAHUN …..

	

No
	

Nama Perusahaan
	

NIB
	

Nama KBLI
	Pemantauan dan Pengawasan IUKI DAN IPKI
(Sudah/belum)
	
Tanggal Pengawasan (Jika sudah dilakukan)
	

Keterangan

	


1.
	


PT. A
	


xxxx xxx
	
Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
	


Belum
	

24
September 2023
	Jika sudah lampirkan Berita Acara Pemantauan dan Pengawasan IUKI DAN
IPKI

	2.
	
	
	
	
	
	

	Dst.
	
	
	
	
	
	



……………, tanggal …..
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten/Kota …..

Ttd dan Cap


(	)
Pangkat/Gol Ruang …..
NIP. …..





KOP SURATFormat Data Pendukung Penyebut
IKK 3.g.5

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA …..


USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT
DI KAB/KOTA …..
TAHUN …..

	
No
	Nama Perusahaan
	
NIB
	
Nama KBLI
	
Tanggal Izin

	
1.
	
PT. A
	
xxxxxxx
	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
	24 September
2023

	2.
	
	
	
	

	Dst.
	
	
	
	




……………, tanggal …..
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten/Kota …..

Ttd dan Cap


(	)
Pangkat/Gol Ruang …..
NIP. …..

IKK Outcome No. 3.g.6
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Penjelasan IKK OutcomeKonsep/Definisi
:
Mengukur	ketersediaan	informasi	industri
secara lengkap dan terkini
Rumus
:
1) Informasi Industri:
· Tersedianya	informasi	industri	dengan batas waktu 0-6 bulan (50%);
· Tersedianya	informasi	industri	dengan batas waktu 7-12 bulan (25%);
· Tidak	menyampaikan	informasi industri (25%).
2) Kelengkapan informasi industri meliputi:
· Informasi	produksi	dan	kapasitas produksi (10%);
· Informasi	bahan	baku	dan	bahan penolong (10%);
· Informasi bahan bakar/ energy (10%);
· Informasi tenaga kerja (10%);
· Informasi investasi (10%).
Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)
Satuan Hasil
:
Indeks
Definisi Operasional
:
Ketersediaan informasi industri secara lengkap
dan terkini adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri meliputi: Informasi produksi dan kapasitas produksi, Informasi bahan baku dan bahan penolong, Informasi bahan bakar/energi, Informasi tenaga kerja dan Informasi investasi ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya pada aplikasi SIINAS. Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1+2). ()
Data Pendukung
:
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang
ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat uraian keterkinian informasi industri dan kelengkapan informasi industri sesuai perhitungan rumus.
Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Regulasi
:
· Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.





KOP SURATFormat Data Pendukung IKK 3.g.6

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA …..

TERSEDIANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI DI KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	No.
	Segmentasi
	Unsur
	Penjelasan (contoh)
	Keterangan

	



1
	


Keterkinian Informasi Industri
	Tersedianya informasi industri dengan atas waktu 0-6 bulan
	
Laporan Semester I
	
Tersedia

	
	
	Tersedianya informasi industri dengan atas waktu 7-12 bulan
	
Laporan Semester II
	
Tersedia

	
	
	Tidak menyampaikan informasi industri
	-
	-

	










2
	









Kelengkapan informasi industry
	

Informasi produksi dan kapasitas produksi
	Produksi:
1. Powder
Kapasitas produksi:
1. Serbuk effervescent
2. Serbuk
	

Tersedia

	
	
	

Informasi bahan baku dan bahan penolong
	Bahan Baku:
1. Panax ginseng
2. Royal jelly Bahan baku penolong:
1. Mix fruit
durarome
	

Tersedia

	
	
	Informasi bahan bakar/energi
	Jenis bahan bakar:
1. Solar
	Tersedia

	
	
	
Informasi tenaga kerja
	Kategori:
1. Produksi (tetap)
2. Produksi (tidak tetap)
	
Tersedia

	
	
	
Informasi investasi
	Swasta nasional 100%
Nilai investasi: IDR 5.486.000.000
	
Tersedia


……………, tanggal …..
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten/Kota …..
Ttd    dan    Cap 
(	)
Pangkat/Gol Ruang …..
NIP. …..
Keterangan:
Lampirkan data dukung berupa screenshot hasil penilaian yang berasal dari SIINas.
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